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BAB II TINJAUAN PUSTAKA


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1  Produk Penghimpunan Dana
Produk penghimpunan dana merupakan suatu pelayanan jasa simpanan/tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan baik secara terikat maupun tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan/tabungan yang dapat dikumpulkan oleh bank Islam adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimilki simpanan tersebut. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di bank Islam adalah akad wadi’ah dan mudharabah.
1.  Prinsip Wadi’ah

Prinsip wadi’ah sama dengan qardh dalam implikaasi hukumnya, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad dalam bukunya Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi 2, bahwa prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

“ 1.  Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian;

1. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

2. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi;

3. Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. ”

(2005; 178)
Prinsip wadi’ah dalam produk bank syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis. Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul  Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi 2, bahwa jenis dari prinsip wadi’ah adalah sebagai berikut:

“a.  Wadi’ah yad-amanah;

  b.  Wadi’ah yad-dhamamah.”

(2005; 178)

Berikut merupakan penjelasan dari kedua prinsip diatas:

a.  Wadi’ah yad-amanah, yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan.

b.  Wadi’ah yad-dhamamah, yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau titipan dan harus bertanggung jawab kerusakan dan kehilangan barang titipan.

Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul  Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi 2, bahwa prinsip-prinsip tersebut dalam bank syariah dikembangkan dalam bentuk:

“a.  Giro (Current account)

  b.  Tabungan Berjangka ( Saving account).”
(2005; 179)
2.   Prinsip Mudharabah

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai shahibul mal dan bank sebagai mudharib. Dana ini digunakan untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank akan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. 

Muhammad dalam bukunya Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi 2, bahwa terdapat empat rukun mudharabah, yaitu:

“ 1.   Ada pemilik  dana;

2. Ada usaha yang akan dibagihasilkan;

3. Ada nisbah;

4. Ada ijab Kabul.”

(2005; 178)
Adapun aplikasi pada bank syariah dari prinsip mudharabah di atas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Muhammad dalam bukunya Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi 2, yaitu sebagai berikut:

“a.  Tabungan Berjangka;
b. Deposito Berjangka.”
(2005; 179)
Berdasarkan kewenangan, prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga jenis sesuai dengan yang dikemukakan oleh Muhammad dalam bukunya Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi 2, diantaranya sebagai berikut:

“ a.   Mudharabah Mutlaqah;
b. Mudharabah Muqayyadah pada neraca (on balance sheet);

c. Mudharabah Muqayyadah di luar neraca (off  balance sheet).” 

(2005; 179-180)
Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikurt:
1. Mudharabah Mutlaqah


Penerapan Mudharabah Mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Adapun ketentuan dari prinsip ini adalah sebagai berikut:

a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.

b. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

c. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabungan sesuatu dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

d. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito dan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
2. Mudharabah Muqayyadah pada neraca (on balance sheet)
Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus yang terikat (restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Adapun karakteristik dari prinsip ini adalah:

a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.

b. Bank wajib memberitahu kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.

c. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.

d. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberitahukan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

3. Mudharabah Muqayyadah di luar neraca (off  balance sheet)
Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. 

Adapun karakteristik dari jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus.

b. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.

c. Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

d. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

e. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.

f. Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Prinsip mudharabah dalam produk bank syariah dapat dikembangkan untuk jenis produk giro, tabungan, maupun deposito.

2.2  Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model. Hal ini sesuai dengan yang kemukakan oleh Muhammad dalam bukunya yang berjudul Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi 2, bahwa tiga model penyaluran dana tersebut adalah:

“ 1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memilki barang dilakukan dengan prinsip jual beli;

2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa;

3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.”

(2005; 181)

Adapun penjelasan dari ketiga model diatas adalah:

1. Prinsip Jual Beli

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan dengan pola:

a. Dilakukan untuk transfer of property.
b. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual saham.

Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

a. Pembiayaan murabahah
Menurut PSAK No. 59, bahwa pembiayaan murabahah adalah:

“Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.”

(2004; 59.8)

Dalam bentuk pembiayaan ini bank mempunyai kedudukan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
b. Salam
Salam (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai barang diserahkan tangguh. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik menyebutkan pengertian yang sederhana dari Bai’ as-salam adalah:

“Pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.”

(2005; 108)

Dalam transaksi ini bank bertindak sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Transaksi ini harus mempunyai ketentuan mengenai kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Adapun ketentuan umum dari bai’ as-salam adalah:

1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.

2) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, nasabah harus bertanggung jawab.

3) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka bank dimungkinkan melakukan akad salam pada pihak ketiga (pembeli kedua).

c. Istishna
Istishna, merupakan jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istishna diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Adapun ketentuan umum dari istishna adalah:

1) Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.

2) Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.

3) Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

2. Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah dikenal dengan sebutan ijarah muntahiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Adapun harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.
3. Prinsip Bagi hasil

Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut:

a. Musyarakah
Musyarakah, adalah akad kerja sama dalam suatu usaha oleh dua pihak. Menurut PSAK No. 59, bahwa pembiayaan musyarakah adalah:

“Akad kerja sama diantara para pemilik yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.” 

(2004; 59.6) 

Adapun ketentuan umum dalam akad musyarakah adalah sebagai berikut:

a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.

b. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

c. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti:

1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.

2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.

3) Memberi pinjaman kepada pihak lain.

4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.

5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:

· menarik diri dari perserikatan

· meninggal dunia

· menjadi tidak cakap hukum

6) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama.

7) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.

Dalam musyarakah ini, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen, yaitu bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir massa akad, maupun bersifat musyarakah menurun, yaitu bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut. 

b. Mudharabah
Mudharabah merupakan akad kerja sama dimana shahibul maal memberikan dana 100% kepada mudharib yang memiliki keahlian. Menurut PSAK No. 59, bahwa pembiayaan mudharabah adalah:

“Akad kerja sama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka.”

(2004; 59.2)

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah (investasi terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi tidak terikat). Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek investasi.
 Adapun ketentuan umum yang berlaku dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut:

a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila diserahkan secara bertahap, maka harus jelas tahapannya dan diketahui bersama.

b. Hasil dari pengelolaan pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dalam dua cara:

1) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

2) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.
c. Mudharabah Muqayyadah
Mudharabah muqayyadah pada dasarnya sama dengan ketentuan akad mudharabah. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal. Menurut Wiroso dalam bukunya yang berjudul Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, yang dikutip dari PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 10 bahwa mudharabah muqayyadah adalah:

“Mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana (mudharib) mengenai tempat, cara, dan objek investasi.” 

(2005; 43)
2.3  Produk Tabungan Shar-E

2.3.1 Latar Belakang Produk Tabungan Shar-E

Pada saat ini, Bank Muamalat sedang mengalami likuid dalam hal pendanaan. Tetapi melihat visi Bank Muamalat, dan mengingat fatwa itu (bunga bank haram) sudah keluar, sehingga pihak Bank Muamalat berfikir bagaimana menyelamatkan umat. Mengingat juga dari seluruh umat Islam yang tersebar di seluruh pelosok negeri masih banyak yang was-was dan ragu-ragu khususnya di daerah-daerah yang belum ada bank syariahnya untuk berinvestasi secara syariah. Hal ini juga disebabkan oleh jaringan perbankan syariah yang masih terbatas. Oleh karena itu, Bank Muamalat Indonesia meluncurkan produk tabungan shar-e yang diharapkan dapat menjadi pintu hijrah yang mudah bagi umat menuju perbankan syariah, sehingga asset umat dapat disalurkan kembali untuk sebesar-besarnya produktivitas umat. Sehingga Shar-e dapat disebut sebagai Syariah Emergency Card yang dapat menyelamatkan umat.

Dengan adanya produk shar-e maka Bank Muamalat tidak hanya menjual produk perbankan, tapi juga menyelamatkan umat. Di dunia menyelamatkan umat dari jeratan riba, di akhirat Insya Allah dari api neraka. Sehingga dengan menyebarkan Shar-E ini ke seluruh pelosok nusantara, maka gugur argumen-argumen mengenai halalnya transaksi riba dengan alasan kedaruratan.  Hal itu merupakan visi jangka pendeknya, yaitu memberikan solusi bagi fatwa MUI tentang haramnya bunga bank. Akan tetapi dari sisi strategisnya adalah untuk mengatasi masalah jaringan bank syariah yang masih kurang.   

2.3.2  Pengertian Shar-E

Shar-e merupakan produk kartu tabungan yang diperuntukkan untuk  berinvestasi bagi hasil secara syariah. Menurut bahasa, shar-E dapat diartikan sebagai berikut:

· Shar atau sharia artinya hukum khususnya hukum Islam

· ع (ain) artinya mata, yaitu lensa yang menerima cahaya syariah untuk disebarkan ke seluruh dunia

· Shar-ع
· Bisa dibaca syar-i artinya sesuai dengan syariat Islam, bertansaksi atas dasar keikhlasan dan syariah

· Bisa dibaca share artinya berbagi hasil

· Shar-E bisa disebut juga sebagai kartu Syariah Elektronik

Shar-e dinyatakan oleh Bank Muamalat sebagai solusi untuk menghilangkan alas an kedaruratan menggunakan sistem bunga, seperti yang dikemukakan dalam salah satu modul Bank Muamalat Indonesia yang berjudul Shar-E dan DPLK yang disusun oleh Lina dari Bank Muamalat disebutkan bahwa:
“Shar-E adalah solusi Bank Muamalat untuk mengawal fatwa bunga haram MUI (Majelis Ulama Indonesia), agar tercabutlah kedaruratan dan terbukalah pintu hijrah untuk bertransaksi secara non ribawi di seluruh pelosok Indonesia.”

(2006; 3)

Dalam Modul Presentasi Bank Muamalat mengenai Shar-e yang disusun oleh Krisna bahwa:

“Shar-e diharapkan dapat menjadi pintu hijrah yang mudah bagi Umat menuju perbankan syariah.”
(2006; 3)

Selain itu, pengertian shar-e yang lain yang dinyatakan dalam Pedoman Operasional Pembelian Shar-e Self  Service oleh Bank Muamalat adalah:
“Shar-e adalah produk kartu bertabungan yang ditujukan bagi nasabah yang ingin berinventasi syariah dengan mudah, fleksibel dan akses yang luas.”
(2006; 1)
Selain pengertian diatas, shar-e dengan berbagai kemudahannya, E-nya berarti Easy, Everywhere, dan Extraordinary. Seperti yang dikemukakan dalam Modul Bank Muamalat yang berjudul Shar-E dan DPLK yang disusun oleh Lina dari Bank Muamalat disebutkan bahwa E dapat diartikan sebagai::
 “(   Easy

·    Membeli paket perdana Shar-e = Membuka rekening tabungan;

· Everywhere

·    Dapat dibeli di kantor-kantor pos yang online

·    Dapat menambah saldo melalui pengiriman dana melalui outlet Pos

·    Dapat ditarik di mana saja melalui jaringan ATM

· Extraordinary

·    Memperoleh bagi hasil yang dikelola secara syariah.”

(2006; 4)

Dengan adanya berbagai kemudahan dari produk tabungan Shar-e tersebut, diharapkan shar-e dapat menjadi pintu hijrah bagi masyarakat menuju kehidupan non ribawi. Sehingga masyarakat berminat untuk melakukan investasi secara syar’i atau sesuai dengan syariah Islam.

2.3.3  Fitur-Fitur Layanan Shar-E 

1. Produk ini dijual dalam bentuk Paket Perdana, yaitu satu paket kartu ATM yang langsung dapat digunakan (instant card). Paket perdana ini terdiri dari:

· Dompet kartu ATM

· Kartu Shar-e (ATM)

· Kartu Telephone Identification (TIN)

· Kartu Personal Identification (PIN)

· Buku Panduan Shar-e

2. Investasi dana nasabah dalam rekening Shar-e didasarkan konsep tabungan dengan akad AL-Mudharabah dengan bagi hasil antara Nasabah : Bank = 51 :49. Adapun ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

· Saldo Awal

=   Rp 100.000,-

· Saldo Threshold
=   Rp 100.000,-

· Saldo Minimal

=   Rp   0

· Biaya Adm.

= Rp 0 (jika saldo rata-rata diatas Rp         100.000,-)

3. Rekening dengan saldo rata-rata => saldo threshold akan memperoleh bagi hasil dan tidak dikenakan biaya administrasi rekening. Adapun rekening dengan saldo rata-rata < saldo threshold tidak memperoleh bagi hasil dan dikenakan biaya administrasi rekening Rp 1.000,-

4. Rekening dengan saldo rata-rata <  Rp 50.000,- selama enam bulan berturut-turut akan ditutup secara otomatis oleh sistem dan sisa dana akan digunakan sebagai biaya penutupan. Laporan/statement rekening hanya diberikan apabila diminta oleh nasabah. Nasabah akan dikenai biaya percetakan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Shar-e dapat difungsikan untuk melakukan transaksi dengan akses PIN seperti:

· Kartu ATM digunakan untuk melakukan penarikan uang tunai di 8.888 ATM yang tergabung dalam jaringan ATM BCA dan ATM Bersama dengan tanpa biaya.(*)

· Kartu Debit untuk berbelanja di 18.000 merchant Debit BCA dengan biaya Rp. 3.000,- (*)

(*) Biaya dapat berubah sesuai kebijakan Bank Muamalat

6. Pembelian Shar-e di outlet Pos maupun di outlet Bank Muamalat langsung mengefektifkan saldo rekening sebesar Rp 100.000,-. Adapun pengisian dana ke rekening Kartu Shar-e  dapat dilakukan dengan cara:

· Setoran tunai melalui SOPP POS (Sistem Online Payment Point POS)
· Setoran tunai melalui Counter Bank Muamalat

· Penerimaan transfer masuk dari bank lain

Pemindahbukuan antar rekening dapat dilakukan melalui ATM Muamalat dan Phonebanking (bebas biaya). Informasi saldo dan mutasi rekening dapat dilakukan melalui phonebanking.

2.3.4  Layanan dan Fasilitas Produk Tabungan Shar-E
1.  Layanan Transaksi di UPT Pos dengan Sistem SOPP POS (Sistem Online Payment Point POS)
· Layanan transaksi Host to Host
· Pembukuan rekening melalui pembelian Shar-e di outlet SOPP POS dengan harga Rp 125.000,-/paket dan Rp 116.000,-/10 paket

· Pengisian/pengiriman dana ke rekening Shar-e, dengan setoran tunai minimal sebesar Rp 100.000,-

2.  Informasi Saldo, Mutasi Rekening dan Pemindahbukuan

· Informasi saldo dapat diperoleh melalui :

· Phonebanking : a.  Pulsa lokal (0807-11-SHARE)

                                 b.  Bebas pulsa (0800-1-161616)
· ATM BCA (Biaya Rp 2000,-)

· ATM Bersama (Biaya Rp 1000,-)
· Mutasi Rekening:

(   Phonebanking
· Pemindahbukuan/Transfer:

(   Phonebanking

(   ATM Muamalat

(   ATM Bersama (Biaya Rp 5.000,-)
3.  Pembelian Paket Perdana (Reguler)

· Syarat-syarat pembelian:

· Mengisi formulir aplikasi Shar-e

· Menyertakan fotocopy identitas diri (KTM/SIM)

· Membayar setoran awal sebesar Rp 125.000,- (termasuk saldo awal Rp 100.000,-)

· Distribusi formulir aplikasi Shar-e:

· Lembar ke-1 : Bank Muamalat

· Lembar ke-2 : Kantor Pos

· Lembar ke-3 : Pemegang Kartu

· Pembelian paket perdana tidak boleh dibatalkan 

4.  Pengisian/Pengiriman Dana

· Pengiriman dana dilakukan dengan menggunakan sistem SOPP POS, dengan ketentuan sebagai berikut:

· Setoran minimal
: Rp 100.000,-

· Setoran maksimal
:  Tidak terbatas

· Distribusi slip pengiriman dana:
· Lembar ke-1 : Bank Muamalat

· Lembar ke-2 : Kantor Pos

· Lembar ke-3 : Pemegang Kartu

· Pengirim dana/pemegang kartu juga memperoleh resi dari kantor pos

5.   Apabila lupa nomor PIN, maka yang harus dilakukan nasabah/pemilik kartu adalah:

· Pemilik kartu menghubungi phonebanking Bank Muamalat

· Pemilik kartu menyebutkan nomor TIN kepada Customer Service Officer
· Customer Service akan memberikan nomor PIN standar yang harus diubah kembali melalui menu ubah PIN pada Phonebanking
6.   Jaringan ATM Bersama

· Transaksi yang disediakan adalah: Tarik tunai dan Cek Saldo
· Security/Pengamanan : PIN ATM (4 Digit)
· Biaya switching per transaksi adalah:
· Tarik tunai
: Gratis

· Cek saldo
: Rp 1.000,-

· Error
: Rp 1.000,-

· Transfer
: Rp 5.000,-

· Berikut adalah bank-bank peserta ATM Bersama: 
· BRI


(   Bank Swadesi

· BNI


(   Bank Kaltim

· Bank Jabar


(   Bank Bank kalsel

· Bank Niaga

(   Bank Sulsel

· Bank Danamon

(   Bank DKI

· Bank Permata

(   Standard Chartered bank
· Bank NISP

(   ABN AMRO Bank

· Bank Mega

(   Bank Mayapada

· Bank Muamalat

(   Bank Bukopin

· Bank Bumiputera

(   Bank IFI

· Bank Commonwealth
(   Bank Ina Perdana
· Bank ANK

(   Bank Jatim

· Bank BTPN

(   Bank Lampung

· Bank Artos

(   Bank Mestika

· Bank BPB Aceh

(   Bank Nagari

· Bank BPD Bali

(   Bank Nusantara Parahyangan 

· Bank BPD DIY

(   Bank Papua

· Bank BPD Kalteng
(   Bank Riau

· Bank Syariah Mandiri
(   Bank Sulut

· Bank Jambi

(   Bank Sumut

2.3.5  Shar-E Rabat (SR)
Shar-e rabat merupakan suatu kebijakan dari Bank Muamalat untuk membantu memperluas penjualan produk shar-e. Adapun latar belakang dari adanya shar-e rabat adalah mengoptimalkan keunggulan Shar-e sesuai dengan ciri produknya yang mudah untuk diperoleh dan didistribusikan. Tujuan adanya shar-e rabat adalah sebagai berikut:
a. Mendukung pencapaian target penjualan Shar-e pada tahun 2006

b. Meningkatkan jumlah pengendapan dana pihak ketiga yang berasal dari Shar-e 

Penjualan Shar-e Rabat adalah pola penjualan shar-e dalam jumlah lebih dari sepuluh dan kelipatannya sehingga memperoleh rabat (discount). SR 10 adalah paket penjualan shar-e dalam jumlah minimal sepuluh buah dan kelipatannya. SR 100 adalah paket penjualan shar-e dalam jumlah minimal seratus buah dan kelipatannya. Shar-e rabat didistribusikan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai distributor penjualan shar-e yang menyalurkannya kepada masyarakat atau pembeli akhir secara kolektif.
Distributor adalah pihak ketiga perorangan atau kelembagaan yang bekerja sama dengan Bank Muamalat untuk melakukan penjualan Shar-e dengan pola rabat. Pembeli Akhir adalah pihak ketiga perorangan yang membeli Shar-e dari Distributor. Untuk menjadi nasabah shar-e maka calon nasabah harus mengisi formulir aplikasi shar-e terlebih dahulu. Formulir Aplikasi Shar-e adalah formulir pembelian Shar-e yang berisi data-data Pembeli Akhir Shar-e. Formulir Shar-e Rabat adalah formulir yang digunakan sebagai bukti bagi Customer Service untuk melakukan penginputan data penjualan Shar-e. Data tersebut diinput dengan menggunakan aplikasi transfer. Aplikasi Transfer atau Aplikasi Setoran Perdana Shar-e adalah aplikasi yang digunakan sebagai bukti bagi teller untuk melakukan penginputan data pembayaran atas penjualan Shar-e Rabat. 
Distributor shar-e akan mendapatkan insentif yang telah ditentukan sebelumnya oleh Bank Muamalat. Integrated Funding Strategy (IFS) adalah program peningkatan dana pihak ketiga berupa pemberian insentif atas pengendapan dana di rekening Shar-e. Insentif adalah sejumlah dana yang diberikan oleh Bank Muamalat pada Distributor yang telah melakukan pemeliharaan dana pihak ketiga sesuai dengan target pencapaian yang diberikan. 
2.4  Pembiayaan 
2.4.1    Falsafah Pembiayaan di Bank Syari’ah
Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari’ah harus memenuhi 2 Aspek antara lain:

”1.  Aspek syari’ah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank syari’ah harus tetap berpedoman pada syari’ah Islam (antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar dan riba serta bidang usahanya harus halal).

  2. Aspek Ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syari’ah. Bank syari’ah tetap mempertimbngkan perolehan keuntungan baik bagi bank syari’ah maupun bagi nasibah bank syari’ah.”
(2005;16)
2.4.2 Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dalam melakukan aktivitas bisnis, tidak akan terlepas dengan kebutuhan terhadap sember dana/modal. Apabila modal yang dimiliki tidak mencukupi, maka dibutuhkan pihak lain untuk mendapatkan suntikan dana, misalnya bank, salah satunya yaitu melalui aktivitas pembiayaan. 
Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, bahwa pembiayaan adalah:
”Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.”
(2005; 17)
Menurut Kasmir dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, menjelaskan pembiayaan sebagai berikut :

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

(2003;92)
Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syari’ah atau istilah tekisnya disebut sebagai  aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syari’ah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syari’ah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003)

2.4.3 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan
2.4.3.1  Tujuan Pembiayaan
 Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, diantaranya untuk:

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonomi.

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha yang membutuhkan dana  tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.

d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

e. Terjadi distribusi pendanaan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendanaan masyarakat. Jika ini terjadi, maka akan terdistribusi pendapatan.

2. Tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro, diberikan dalam rangka :

a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang  kekurangan (minus) dana.

Sehubungan dengan aktifitas Bank syari’ah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi Bank Syari’ah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan Bank Syari’ah adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yakni :

1. Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut

2. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3. Masyarakat

a. Pemilik dana, sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dan a yang di investasikan akan diperoleh bagi hasil.

b. Debitur yang bersangkutan, para debitur, dengan penyediaan dana baginya mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya. (pembiayaan konsumtif).

c. Masyarakat umumnya atau konsumen, mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.  

4. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping  itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan)

5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

2.4.3.2  Fungsi Pembiayaan

 Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, menurut Sinungan (1983) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

1. Meningkatkan daya saing guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas.  

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun usaha-usaha rentabilitas ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktifitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagai pengusaha maupun bagi masyarakat.    

2. Meningkatkan daya saing guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility  dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak goreng. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan   yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya, seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sejenisnya.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usah tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan nya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Oleh karenanya pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. 

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain: pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang sangat penting. 

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit, bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.

2.4.4 Jenis-jenis Pembiayaan

Adapun jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh bank Islam dikemukakan oleh Muhammad dalam bukunya “Pengantar Akuntansi Syari’ah” yang kesemuanya mengacu minimal pada dua jenis akad, yaitu:

“1.  Akad syarikah, dan

2. Akad Jual beli.”

Dari keduanya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh bank Islam dan nasabah, diantaranya sebagai berikut:

“ a.   Pembiayaan Bai’u Bithaman Ajil (BBA),

b. Pembiayaan Murabahah (MBA),

c. Pembiayaan Mudharabah (MDA),

d. Pembiayaan Musyarakah (MSA),

e. Pembiayaan Al-Qordhul Hasan (QH).”
(2002;102) 

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dikelompokkan menurut berbagi aspek, antar lain:

1. Pembiayaan menurut tujuan

a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

b. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

2. Pembiayaan menurut jangka waktu

a. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan satu  tahun.

b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 sampai 5 tahun.

c. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank syari’ah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

1. Jenis aktiva produktif pada bank syari’ah dialakosikan kedalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi:

1) Pembiayaan Mudharabah
Adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor. 

Dalam bukunya “Pengantar Akuntansi Syariah”, Muhammad menyatakan bahwa:

“Pembiayaan mudharabah merupakan suatu perjanjian pembiayaan antara Bank Islam dan nasabah dimana Bank Islam sebagai pemberi modal dan nasabah (debitur) sebagai peminjam.”
(2002;102)

Menutut PSAK No. 59, pembiayaan mudharabah adalah:

“akad kerja sama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.”

(2004;59.2)
2) Pembiayaan Musyarakah
Adalah perjanjian diantara peran pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antar pemilik dana/modala berdasarkan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

Menurut Kasmir dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, pengertian musyarakah sebagai berikut :

“Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”.

(2003;183)

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), meliputi:

1) Pembiayaan Murabahah
Adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, dimana Bank Syari’ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank Syari’ah dan nasabah. Aplikasi: pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.
2) Pembiayaan Salam
Adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Aplikasi: pembiayaan sektor pertanian, dan produk manufakturing.

3) Pembiayaan Istishna
Adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Aplikasi: pembiayaan konstruksi/proyek/produk manufakturing.
c. Pembiayaan dengan prinsip sewa, antara lain:

1) Pembiayaan Ijarah
Adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Aplikasi: Pembiayaan sewa. 

2) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina]

Adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

d. Surat Berharga Syari’ah

Adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syari’ah yang lazim diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syari’ah sertifikat dana syari’ah dan surat berharga lainnya  berdasarkan prinsip syari’ah. 

e. Penempatan

Adalah penanaman dana Bank Syari’ah pada Bank Syari’ah lainnya dan atau Bank Perkreditan Syari’ah antara lain dalam bentuk giro, tabungan wadi’ah, deposito berjangka/tabungan murabahah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank (sertifikat IMA)/bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syari’ah. 

f. Penyertaan Modal

Adalah penanaman dana Bank Syari’ah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syari’ah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syari’ah yang berakibat Bank Syari’ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syari’ah. 
g. Penyertaan Modal Sementara

Adalah penyertaan modal Bank Syari’ah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang (debt to equity swap) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Syari’ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.  
h. Transaksi Rekening Administratif

Adalah komitmen dan kontijensi (Off Balance Sheet) berdasarkan prinsip syari’ah yang terdiri atas bank garansi, ekspetensi/endosemen, Irrevocable Letter of Credit (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, stanby L/C, dan garansi lain berdasarkan prinsip syari’ah.
i. Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI)
Adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dan berjangka pendek dengan prinsip wadi’ah.
2. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktifitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman yang disebut dengan pinjaman qardh. Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah menyatakan bahwa pinjaman qardh yaitu:
”Penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syari’ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.”
(2005;25)
2.4.5 Ketentuan Kebijakan Pembiayaan di Bank Syari’ah
Sebagai lembaga perantara keuangan, Bank Syari’ah harus memperhatikan atau membuat kebijakan-kebijakan yang akan diikuti operasionalnya. Sehubungan dengan pelaksanaan pembiayaan di Bank Syari’ah, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Bank Syari’ah

Untuk pemilihan/penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikan berikut, seyogyanya ditetapkan bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syari’ah, biak mengenai jenis maupun besarnya (nilai rupiahnya) sehingga atas pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syar’i disamping aspek ekonomisnya. Sektor-sektor pembiayaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Golongan Nasabah

Golongan nasabah Bank Syari’ah dapat diklasifikasikan menjadi golongan nasabah:
1) Wholesale
Yaitu kelompok nasabah yang memiliki usaha dalam bentuk korporasi dan menengah. 
2) Retail
Adalah kelompok usaha nasabah yang diklasifikasikan sebagai pengusaha kecil.
b. Valuta

Meliputi pembiayaan yang berkaitan aktivitas valuta domestik maupun asing, seperti rupiah dan mata uang asing.

c. Penggunaan
Dilihat dari penggunaan pembiayaan, maka pembiayaan dapat digunakan untuk : Modal kerja, Investasi, Konsumtif.

d. Skala prioritas

Skala prioritas pembiayaan dapat dilakukan oleh Bank Syari’ah dalam bentuk pembiayaan: pembiayaan program (Pemerintah), pembiayaan komersil.

e. Sektoral

Dilihat dari sektor yang dibiayai oleh Bank Syari’ah, maka pembiayaan dapat dialokasikan untuk sektor ekonomi: Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Listrik, Air dan Gas, Konstruksi, Perdagangan, Pengangkutan, Jasa dunia Usaha, Jasa Sosial, Lainnya. 

f. Jenis Pembiayaan

Bank Syari’ah merupakan institusi keuangan yang sangat berbeda dengan Bank Konvensional. Bank Syari’ah mengembangkan produknya sangat bervariasi. Dalam produk pembiayaan, Bank Syari’ah akan menawarkan produk-produk sebagai berikut: pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah.

2. Pengambilan Keputusan Pembiayaan  

Dalam realitas suatu pembiayaan secara inherent terdapat resiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah hingga kondisi terburuknya menjadi macet. Guna menghindari resiko demikian, kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, baik di kantor pusat ataupun kantor cabang atau cabang pembantu, dapat dihasilkan keputusan yang ”Objektif”. Keputusan mana yang dapat diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus – komite pembiayaan, berapapun besarnya plafon/limit pembiayaan yang dinilai atau diputus.

2.4.6 Kelayakan Pemberian Pembiayaan
Proses pemberian pembiayaan bank syariah kepada nasabah-nasabahnya sangat memperhatikan aspek-aspek tehnik administratif. Adapun aspek-aspek yang sangat diperhatikan atau sebagai dasar pertimbangan pembiayaan adalah:

1. Surat Permohonan Pembiayaan

Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit/plafon ang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan dari mana. Disamping itu, surat di atas dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain: identitas pemohon, legalitas (akta pendirian/perubahan, surat keputusan Menteri, perizinan-perizinan), bukti kepemilikan agunan atau barang jaminan yag dijaminkan nasabah (jika diperlukan).
2. Proses Evaluasi

Dalam penialaian permohonan suatu permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat. Proses penilaian yang dimaksud, meliputi: 
a. Didasarkan pada surat permononan yang lengkap

Dengan kata lain, permohonan yang tidak didukung data dan dokumen yang lengkap tidak dapat diproses. Biasanya cepat/lambatnya pemrosesan suatu permohonan pembiayaan, terutama ditentukan pada tahap ini.
b. Proses Penilaian

Proses ini dilakukan melalui beberapa tahapan kantor bank syariah, utamanya jika bank syariah tersebut adalah bank umum, yaitu:
1) Kantor Pusat/Kanwil

(1) Permohonan dari Kantor Cabang
(2) Unit penilai di Kantor Pusat/Wilayah melakukam review atas permohonan nasabahyang telah dilakukan penilaian atau analisis oleh Kantor Cabang.
(3) Komite pembiayaan (Pusat/ Wilayah)

(4) Keputusan

(5) Unit penilai meneruskan keputusan Kantor Pusat ke Kantor Cabang yang bersangkutan

(6) Keputusan diterima di Kantor Cabang, dengan keputusan ditolak atau dipenuhi.

2) Kantor Cabang

(1) Pembuatan nota/memo penilaian oleh Unit Penilaian KAntor Cabang
(2) Proses pengambilan keputusan oleh Komite Pembiyaan

(3) Keputusan 
a. Ditolak, oleh Unit Penilai, keputusan ini diteruskan ke nasabah.

b. Disetujui

· Oleh Unit Penilai, keputusan ini dibuatkan surat persetujuan yang memuat persyaratan dan klausula lainnya.
· Penandatanganan akad pembiayaan

· Relisasi Pembiayaan

· Pemantauan

· Pelunasan/perpanjangan/tambahan plefon/lainnya.

c. Format nota/memo penilaian

Format memo atau nota penilaian calon nasabah yang akan dibiayai oleh bank syariah antara lain:

· Informasi umum, yaitu: identitas perusahan, status hukum perusahaan, daftar pemengang saham dan rincian sahmnya

· Aspek Legalitas, yaitu: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Persahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO), dll.
· Aspek Manajemen, yaitu: Struktur Organisasi, Reputasi Perusahaan, Independensi, Integritas, Manajement Policies/Practise & Control, Umur dan tingkat kesehatan, Gaya Manajemen, Tipe Manajemen, dll.
· Aspek Pemasaran, yaitu: Produk (karakteristik produk, life cycle, pengembangan produk, diversifikasi, tingkat harga) dan Pemasaran & Kompetisi (Tujuan saluran distribusi, tingkat persaingan, jumlah produk pengganti, Daya beli dan minat masyarakat terhadap produk perusahaan, manajemen pemasaran, dan pangsa pasar & posisi pasar).

· Aspek Sosial Ekonomi, yaitu: Manfaat Perusahaan dan Dampak terhadap lingkungan.

· Aspek Tenaga Kerja, yaitu: Tenaga kerja yang dibutuhkan, sumber tenaga kerja, bisa mengurangi penganguran atau tidak.

· Aspek Teknis, yaitu: Lokasi usaha, Bangunan/gedung yang tersedia, mesin yang dipergunakan, teknologo, lay out mesin, an kelengkapan alat yang dimiliki.

· Aspek Keuangan, yaitu: Sifat laporan keuangan, kewajaran laporan keuangan, analisis rasio (Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Leverage, rasio Profitabilias, dan Rasio Pertumbuhan), analisis sumber dan penggunaan dana, proyeksi aliran kas, perhitungan modal kerja, dan perhitungan pembiayaan investasi.

· Aspek Komersil, yaitu: produk mudah dijual atau tidak, bahan-bahan mudah didapatkan atau tidak, dan kemudahan pemrosesan.

· Agunan/jaminan, yaitu: status kepemilikan, status hukum, nilai taksasi.

· Analisis Risiko, yaitu: kemungkinan resiko yang akan muncul dan solusinya.

· Pertimbangan

· Kesimpulan

· Saran

· Keputusan, yang diambi oleh Komite Pembiayaan. 
Adapun proses administrasi pembiayaannya adalah sebagai berikut:
1. Penerimaan Keputusan

2. Penerusan kepada nasabah pemohon
Memberikan keputusan kepada nasabah atas hasil penilaian dan evaluasi yang dilakukan, ditolak atau diterima.
3. Penandatangan akad perjanjian pembiayaan apabila keputusannya diterima.
2.5    Pengaruh Produk Tabungan Shar-E terhadap Penyaluran Pembiayaan 
Dalam aktivitas usahanya bank melakukan penyaluran dana kepada masyarakat berupa pembiayaan atau kredit. Dana yang disalurkan kepada masyarakat tersebut bersumber dari masyarakat yang menitipkan uangnya ke bank. Sebagai lembaga intermediasi/perantara antara masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang kekurangan dana, maka dilakukanlah usaha berupa pemberian pinjaman atau disebut juga sebagai pembiayaan.
Sesuai dengan perannya sebagai lembaga perantara keuangan bank memiliki dua fungsi utama yang harus dijalankan. Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dana Bank Syariah, bahwa fungsi utama bank yaitu:
 ”1.   Menghimpun dana masyarakat (to receive deposits)

2. Memberikan kredit/pembiayaan (to make loan/financing).”
(2005; 42)
Dana pihak ketiga merupakan dana yang bersumber dari masyarakat baik berupa tabungan, giro, maupun deposito. Oleh karena itu, dana masyarakat merupakan dana paling utama kegiatan operasional bank. Akan tetapi, masyarakat khususnya umat islam yang tersebar di seluruh pelosok negeri belum semuanya melakukan investasi secara syariah, sehingga dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank syariah masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, Bank Muamalat mengeluarkan produk shar-e yang diharapkan dapat menjadi pintu hijrah bagi masyarakat terutama umat Islam menuju kehidupan non ribawi. 

Dalam Modul Presentasi Bank Muamalat mengenai Shar-e yang disusun oleh Krisna bahwa shar-e merupakan:

“Produk kartu bertabungan yang diperuntukkan untuk berinvestasi bagi hasil secara syariah.”

(2006; 2)

Menurut Direktur Utama Bank Mumalat, A. Riawan Amin, dalam artikelnya yang berjudul Produk "Shar-E" Bank Muamalat Tumbuh 650 Persen, menyatakan bahwa: 

“Kondisi perbankan syariah terus berkembang, termasuk layanan Shar-E di Bank Muamalat sehingga memicu pertumbuhan produk tabungan lainnya.”

(Senin, 12 Maret 2007)
“Dana produk Shar-E pada Februari 2006 tercatat sebesar Rp84 miliar tumbuh menjadi Rp637 miliar pada Februari 2007. Pertumbuhannya mendorong berkembangnya produk tabungan lainnya sehingga total produk tabungan Bank Muamalat tumbuh sebesar 55 persen dari Rp1,65 triliun pada Februari 2006 menjadi Rp2,55 triliun pada Februari 2007.”

(Senin, 12 Maret 2007)
 “Produk tabungan instan syariah pertama di dunia tersebut, menurut Riawan Amin, sampai dengan Maret 2007 telah dipakai oleh lebih dari 740 ribu orang dari Sabang sampai Merauke dan menghimpun dana masyarakat sebesar Rp637 miliar.”

(Senin, 12 Maret 2007)
Dari berbagai pernyataan diatas, terlihat jelas bahwa produk tabungan shar-e mampu meningkatkan jumlah nasabah juga memicu peningkatan produk tabungan lain, sehingga pertumbuhan dana dari pihak ketiga dapat mengalami peningkatan. Oleh karena itu, dengan adanya produk tabungan shar-e dapat meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga. Dengan meningkatnya dana pihak ketiga maka penyaluran pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana akan semakin baik. Sehingga permintaan pembiayaan dari masyarakat akan dapat terpenuhi dengan baik. Dengan demikian peran bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan akan berjalan dengan baik pula. Sebagaimana peran bank yang dikemukakan oleh Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, bahwa:
”Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (financial intermediary), yang tugas pokoknya adalah penghimpunan dana dari masyarakat, diharapkan dana dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (swasta dan negara).”

(2005; 15)
Dari beberapa teori di atas menerangkan bahwa antara aktivitas menghimpun dana dengan penyaluran pembiayaan mempunyai hubungan yang erat. Adanya sumber dana yang baik serta mampu menghimpun dana dari masyarakat secara baik pula, sehingga akan memudahkan bank dalam menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Shar-e merupakan produk tabungan dari Bank Muamalat Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah dana pihak ketiga atau masyarakat yang menitipkan uangnya, sehingga sebanyak-banyaknya asset ummat dapat terhimpun dan dapat digunakan kembali untuk produktivitas ummat, salah satunya melalui aktivitas penyaluran pembiayaan. Sehingga pertumbuhan produk tabungan shar-e dapat mendukung meningkatkan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan.
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